
BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG

PADA RUAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1)
huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan,
serta untuk menjamin keselamatan, keamanan,
ketertiban serta kelancaran jalan, perlu adanya
ketentuan mengenai pembatasan waktu operasional
kendaraan angkutan barang pada ruas jalan di Wilayah
Kabupaten Subang;

b
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pembatasan Waktu Operasional
Kendaraan Angkutan Barang pada Ruas Jalan di
Wilayah Kabupaten Subang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

2
. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168),
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3
. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6760);

4
. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah an Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6
. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7
. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Dsaerah (Lembaran Negara
Republik
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Indonesia Tahun 2022 Nomor 4
, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8
. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4655);

9
. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5317), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5346);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5468), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2021
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5594), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6642);



14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 ten tang

Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6122);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun
2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015
tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 834);

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang
Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah
Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan
Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang
(Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Subang Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 10 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 10,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Subang Nomor
252);

20. Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor
101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Subang Nomor 341 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 101
Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun
2022 Nomor 341);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBATASAN WAKTU
OPERASIONAL KENDARAAN ANGKUTAN BARANG PADA

RUAS J ALAN DI WILAYAH KABUPATEN SUBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1
. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.

2
. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3
. Bupati adalah Bupati Subang

4
. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5
. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah prasarana lalu

lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi,
pengguna jalan, serta pengelolaannya.

6
. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang

lalu lintas jalan.

7
. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan

pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan
bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan
tan ah, di atas permukaan tan ah, di bawah permukaan
tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air,
kecuali jalan rel dan jalan kabel.

8
. Kendaraan Angkutan Barang adalah Kendaraan

Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya
untuk mengangkut barang.

9
. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya

disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan

Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan
menurut rancangannya.

i i
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10. Jumlah Berat Yang Diijinkan yang selanjutnya disebut
JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor

berikut muatannya yang diijinkan berdasarkan kelas
jalan yang dilalui.

11. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah
suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara
teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap
Pengguna Jalan.

12. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah
serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan
dan mewujudkan, mendukung dan memelihara
keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran
lalu lintas.

13. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah wahana
koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas dan
angkutan jalan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini
meliputi :

a. pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang;

b
.
 rambu lalu lintas;

c. managemen dan rekayasa lalu lintas;

d
.
 sosialisasi;

e. pengawasan, penertiban, dan evaluasi; dan

f
.
 sanksi.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBINAAN

Pasal 3

(1) Maksud pembatasan waktu operasional kendaraan
angkutan barang adalah untuk mewujudkan
keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas

4 |t
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angkutan jalan dalam rangka mendukung jalan yang
berkeselamatan, pengemudi yang berkeselamatan dan
kendaraan yang berkeselamatan.

(2) Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang diselenggarakan dengan tujuan :

a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan

terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan
kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan
dan kesatuan bangsa, serta mampu menjungjung
tinggi martabat bangsa.

b
. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya

bangsa; dan

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian
hukum bagi masyarakat.

d
. Pembinaan berkaitan dengan lalu lintas dan

angkutan jalan dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah.

BAB IV

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL KENDARAAN

ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembatasan waktu
operasional kendaraan angkutan barang yang
beroperasi pada ruas jalan di Wilayah Kabupaten
Subang yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah

sebagai berikut:

a
. hari keija senin sampai dengan hari jumat, mulai

pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 08.00 WIB;
dan

b
. hari Sabtu, hari Minggu, dan hari libur nasional,

mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 20.
00

WIB.

h
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(3) Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan
barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku
untuk semua kendaraan angkutan barang, meliputi :

a.
 tanah

b. pasir

c. batu, batu split; atau

d
.
 air mineral

(4) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3), sesuai spesifikasi dan dimensi kendaraan
bermotor berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Larangan

Pasal 5

(1) Kendaraan Angkutan Barang wajib :

a. menjaga kebersihan jalan yang dilalui;

b
. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan; dan

c. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan,
daya angkut, dimensi kendaraan dan kelas jalan;

(2) Kendaraan Angkutan Barang dilarang melakukan
konvoi yang menyebabkan terganggunya arus lalu
lintas jalan.

Pasal 6

Kendaraan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (3) dilarang beroperasi pada ruas jalan di wilayah
Kabupaten Subang pada waktu operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

BAB V

RAMBU LALU LINTAS

Pasal 7

(1) Pembatasan waktu operasional Kendaraan angkutan
barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

dinyatakan dengan rambu lalu lintas yang bersifat
petunjuk, larangan dan/atau perintah.

I
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(2) Pemasangan rambu lalu lintas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 8

Dalam hal terjadi gangguan arus lalu lintas secara tiba-tiba
atau situasional, maka Kepolisian dapat melaksanakan
manajemen dan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan
rambu lalu lintas, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat
pengendali dan pengaman pengguna jalan yang bersifat
sementara.

BAB VII

SOSIALISASI

Pasal 9

Dinas Perhubungan bersama Forum Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan wajib melakukan sosialisasi Peraturan
Bupati ini.

BAB VIII

PENGAWASAN
, PENERTIBAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Penertiban

Pasal 10

Pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran
Peraturan Bupati ini, dilaksanakan secara gabungan oleh
Dinas Perhubungan, Perangkat Daerah dan Instansi terkait
di Kabupaten Subang.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini,

dilakukan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 6 (enam) bulan.

4 \
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Forum Lalu
Lintas Angkutan Jalan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Ap r i 1 \ 2 0 2 3
SEKRETARIS DAERAH KABIJPATEN SUBANG

V ASEPNUffONI

8 f ÿ

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 28
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(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dan Forum Lalu
Lintas Angkutan Jalan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 12

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Diundangkan di Subang
pada tanggal 5 Ap r i 1 \ 2 0 2 3
SEKRETARIS DAERAH KABIJPATEN SUBANG

V ASEPNUffONI

8 f ÿ

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2023 NOMOR 28




